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DESA RENDA KECAMATAN TOWEA
KABUPATEN MUNA

bahwa berhubung Izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK) dan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL - QAARIAH di Desa Renda
Kecamatan Towea Kabupaten Muna, No.503/421.9/87/PTSP- PM /IX/2016
Tanggal 29 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab.
Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.

bahwa TAMAN KANAK-KANAK (TK) dan PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) “AL - QAARIAH" di Desa Renda Kecamatan Towea selama ini
bermaung dibawah Yayasan/Lembaga Pendidikan TK dan PAUD AL - QAARIAH
Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.02 Tanggal 03 April 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas
Maka Taman Kanak-Kanak (TK) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
AL - QAARIAH di Desa Renda Kecamatan Towea Kabupaten Muna
dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya Berdasarkan
Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna
Nomor. 421.9/040/X/2020 Tanggal 08 Oktober 2020, maka periu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Melalui Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta

Masyarakat dalam Pendidikan;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060
Pedoman Pendirian Sekolah; e

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002
tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
Peraturan Bupgﬂ Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimglahan Kewenangan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati Muna No 8 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wi

? ewena
PenandatanganmpedzinandanNonPerizimnKepadaKepalaug
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna;

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan M
enengah
Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/ C/1/1983 Tangggal







